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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4700); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6762); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2020 –2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2020 Nomor 555); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 
  

 

 
                                MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, 

RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG 

PENDIDIKAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bengkulu. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu. 

6. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
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fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian 

dari ketentuan pengelolaan daerah. 

7. Pengelolaan BLUD adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan BLUD SMK Negeri. 

8. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disingkat Pemimpin 

BLUD adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang 

ditetapkan sebagai Kepala BLUD di Pemerintah Daerah 

Provinsi Bengkulu. 

9. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat pada BLUD 

yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab 

keuangan BLUD. 

10. Pejabat Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PTK 

adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan 1 

(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

11. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan DPA 

BLUD. 

12. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan Belanja yang bersumber dari 

pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan DPA 

BLUD. 

13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana 

keuangan tahunan Sekolah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 
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bahan penyusunan rencana kerja dan disajikan sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

15. Fleksibilitas   adalah   keleluasaan   dalam   pola   

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu layanan 

pendidikan dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 

1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah. 

17. SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 

 

 

Pasal 2 
 

 

Pedoman pengelolaan BLUD terdiri dari: 

a. Pola Tata Kelola BLUD; 

b. Rencana Strategis BLUD; 

c. Pelayanan BLUD; 

d. Tarif Pelayanan BLUD; 

e. Pengelolaan Investasi BLUD; 

f. Pengadaan Barang dan Jasa BLUD; 

g. Piutang dan Utang Pinjaman BLUD; 

h. Penyusunan, Pengajuan, Penenetapan dan Perubahan 

RBA; 

i. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD; 

j. Kerjasama BLUD; dan 

k. Pembinaan dan Pengawasan. 
 
 

 

BAB II 
 

POLA TATA KELOLA  BLUD 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

 Pasal 3 
 

(1) BLUD berada di bawah pembinaan dan pengawasan 

Dinas. 
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(2) Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa 

gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas 

prestasi, pesangon dan/atau pensiun. 

(3) Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran 

tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja 

dan anggaran BLUD. 
 

 

Bagian Kedua 

Tata Kelola 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan pola tata kelola BLUD didasarkan pada Visi, 

Misi, dan Nilai-nilai yang dianut BLUD. 
 

Bagian Ketiga 

Tujuan dan Fungsi 
 

Pasal 5 
 

Tujuan dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah didasarkan 

pada tujuan dan fungsi masing-masing Badan Layanan 

Umum Daerah. 

Bagian Keempat 

Jenis Pelayanan 
 

Pasal 6 
 

(1) BLUD berfungsi sebagai penanggungjawab 

penyelenggaraan pengelolaan pendidikan secara teknis 

operasional dan keuangan. 

(2) Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Sekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur Bengkulu. 
 

 

Bagian Kelima 

Ruang Lingkup Tata Kelola 
 

Pasal 7 
 

(1) Pola Tata Kelola merupakan tata kelola yang akan 

menerapkan sistem BLUD. 
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(2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. kelembagaan; 

b. prosedur kerja; 

c. pengelompokan fungsi; dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia. 

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, memuat pejabat pengelola dan pegawai, 

struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi. 

(4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, menggambarkan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing jabatan serta prosedur yang dilakukan 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

(5) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c, memuat pengelompokan fungsi yang logis 

pada BLUD terdiri atas fungsi pelayanan dan fungsi 

pendukung. 

(6) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kebijakan 

mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang 

berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 
 

 

Bagian Keenam 

Kewenangan 
 

Pasal 8 
 

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada BLUD 

dengan tujuan memberikan layanan umum secara lebih 

efektif sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan 

yang didelegasikan oleh Gubernur. 

(2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

unit kerja pada Dinas sebagai Perangkat Daerah dengan 

status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah 

Daerah. 
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Bagian Ketujuh 

Kelembagaan 

Pasal 9 
 

(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari: 

a. Pemimpin; 

b. Pejabat Keuangan; dan 

c. Pejabat Teknis. 

(2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat 

Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan nomenklatur jabatan yang berlaku di Daerah. 

(3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari 

PNS dan non PNS. 

(4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan 

wajib berasal dari PNS. 

(5) Pengangkatan, pemberhentian, perubahan komposisi 

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari 

PNS dan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan. 
 

Bagian Kedelapan 

Struktur Organisasi 
 

Pasal 10 
 

(1) Struktur organisasi merupakan gambaran posisi 

jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, 

kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas: 

a. kepala Sekolah sebagai Pemimpin BLUD, 

membawahi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan 
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b. pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin 

BLUD. 

(3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyusun struktur organisasi dalam bentuk bagan dan 

ditandatangani oleh Pemimpin BLUD. 

 

Bagian Kesembilan 

Tugas Pemimpin BLUD 
 

Pasal 11 
 

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a, mempunyai tugas: 

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan 

kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas; 

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD 

serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

c. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA); 

d. menyiapkan RBA; 

e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat 

Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan 

ketentuan; 

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah 

ditetapkan dengan peraturan perundangan-

undangan; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD 

yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat 

Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, 

serta menyampaikan dan 

mempertanggungjawabkan kinerja operasional 

serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan  
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h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai 

penanggungjawab umum operasional dan keuangan. 

 
 

Bagian Kesepuluh 
 

Tugas Pejabat Keuangan 
 

Pasal 12 
 

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: 
 

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan 

keuangan; 

b. mengkoordinasikan penyusunan RBA; 

c. menyiapkan DPA; 

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 

e. menyelenggarakan pengelolaan kas; 

f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan 

investasi; 

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah yang berada di bawah penguasaannya; 

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen 

keuangan; 

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan; dan 

j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

dan/atau Pemimpin sesuai dengan 

kewenangannya. 
 

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi 

sebagai penanggung jawab keuangan. 
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Bagian Kesebelas 

Tugas Pejabat Teknis 
 

Pasal 13 
 

 

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional 

dan pelayanan di bidangnya; 

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan sesuai dengan RBA; 

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis 

operasional dan pelayanan di bidangnya; dan 

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

dan/atau Pemimpin sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai 

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan di bidangnya. 

 

Bagian Kedua Belas 

Pembina dan Pengawas BLUD 
 

Pasal 14 
 

Komponen Pembina dan Pengawas BLUD terdiri: 

a. Pembina Teknis; 

b. Pembina Keuangan; 

c. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan 

d. Dewan Pengawas. 

Bagian Ketiga Belas 

Tugas Pembina 
 

Pasal 15 
 

(1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf a yaitu Kepala Dinas Pendidikan yang 

bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang 

bersangkutan. 
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(2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan BLUD. 

Bagian Keempat Belas 

Tugas SPI 
 

Pasal 16 
 

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c 

dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan 

pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, 

keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam 

menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. 

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 

pengawas internal yang berkedudukan langsung di 

bawah Pemimpin BLUD. 

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan mempertimbangkan: 

a. keseimbangan antara manfaat dan beban; 

b. kompleksitas manajemen; dan 

c. volume dan/atau jangkauan layanan. 

(4) Tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

membantu manajemen untuk: 

a. pengamanan harta kekayaan; 

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; 

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

dalam penerapan praktik bisnis yang sehat. 

(5) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan 

harus memenuhi syarat: 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan BLUD; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. memahami tugas dan fungsi BLUD; 

e. memiliki pengalaman teknis tentang BLUD; 
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f. berijazah paling rendah S-1 (Sarjana 

Akuntansi/Manajemen); 

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan 

paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali; 

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara atau 

keuangan daerah; 

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

k. mempunyai sikap independen dan obyektif. 

 

Bagian KeLima Belas 

Kualifikasi Jumlah Dewan Pengawas BLUD 

 

Pasal 17 

 

(1) Dalam hal BLUD telah memiliki realisasi pendapatan 

menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun 

terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun 

terakhir, maka dapat mengusulkan pembentukan 

Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal 

yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD. 

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan 

Kepala BLUD melalui Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Bengkulu. 

(4) Jumlah anggota pengawas  paling banyak 3 (tiga) atau 5 

(lima) orang. 

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas  paling banyak 3 (tiga) 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) untuk BLUD 

yang memiliki: 

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, 
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Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) 

sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus 

milyar rupiah); atau 

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir 

sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh 

milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- 

(lima ratus milyar rupiah). 

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD 

yang memiliki: 

a. realiasi pendapatan menurut laporan realiasasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar 

Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau 

b. nilai aset menurut neraca 2 tahun terakhir, lebih 

besar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar 

rupiah).  

Bagian Keenam Belas 

Anggota Dewan Pengawas 
 

Pasal 18 
 

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) terdiri atas unsur: 

a. 1 (satu) orang pejabat Dinas yang membidangi 

kegiatan BLUD; 

b. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah yang 

membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan 

c. 1 (satu) orang tenaga ahli dari Perguruan Tinggi 

atau tenaga profesional yang sesuai dengan 

kegiatan BLUD. 

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga 

profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas 

fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD. 
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(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota 

Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD. 

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan 

setelah Pejabat Pengelola diangkat. 

(5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat: 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan BLUD; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan 

fungsi BLUD; 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya; 

f. berijazah paling rendah S-1 (Sarjana); 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 

terhadap unsur sebagaimana pada ayat (1) dan ayat 

(2); 

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan 

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 

dinyatakan pailit; 

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif. 

 

Bagian Ketujuh Belas 

Tugas Dewan Pengawas 
 

Pasal 19 
 

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (1) memiliki tugas: 

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; 
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b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non-

keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas 

hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat 

Pengelola BLUD; 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan 

penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa 

eksternal pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan 

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur 

mengenai: 

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengelolaan BLUD; dan 

3. kinerja BLUD. 

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dan 

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari 

layanan BLUD yang diberikan (rentabilitas); 

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); 

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan 

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan BLUD 

untuk membiayai pengeluaran. 

(3) Penilaian kinerja non-keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan: 

a. perspektif pelanggan (customer perspective);  

b. perspektif proses bisnis internal pelayanan (internal 

business perspective); dan 

c. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning 

and growth perspective). 

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur 

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 
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Bagian Kedelapan Belas 

Masa Bakti Dewan Pengawas 
 

Pasal 20 
 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 

paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah 

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan 

Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala 

Daerah karena: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatan berakhir; dan 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena: 

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; 

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; dan 

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada BLUD SMK, Negara, 

dan/atau Daerah. 

 

Bagian Kesembilan Belas 

Sekretaris Dewan Pengawas 
 

Pasal 21 
 

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris untuk 

mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 
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(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat bukan sebagai anggota Dewan 

Pengawas. 

Bagian Kedua Puluh 

Pembiayaan Dewan Pengawas 
 
 

Pasal 22 
 
 

(1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 

dibebankan pada pendapatan operasional BLUD. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimuat dalam RBA. 
 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Prosedur Kerja Pengelola BLUD  

 

Pasal 23 

 

(1) Prosedur kerja menggambarkan wewenang dan 

tanggungjawab yang mengacu pada uraian tugas jabatan 

pada BLUD. 

(2) Prosedur kerja BLUD merupakan seluruh Standar 

Operasional Prosedur yang terdapat di BLUD dengan 

format dan diagram alir (flowchart) sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) SOP beserta Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Kedua Puluh Dua 

Wewenang Pimpinan BLUD 

 

Pasal 24 

 

Pemimpin BLUD mempunyai wewenang: 

a. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih 
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efisien dan produktif serta memberikan hasil koreksi 

terkait rekomendasi hasil telaah; 

b. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait rumusan penetapan kebijakan teknis 

BLUD serta kewajiban lainnya dari Pejabat Teknis sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Daerah dan memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 

c. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait penyusunan RENSTRA BLUD dari Pejabat 

Teknis, Pejabat Keuangan dan pegawai lainnya serta 

memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi hasil 

telaah; 

d. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan meminta 

rekomendasi hasil telaah terkait penyiapan RBA dari 

Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan dan pegawai lainnya 

serta memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi 

hasil telaah; 

e. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait usulan calon Pejabat Keuangan dan 

Pejabat Teknis dari panitia penerimaan/seleksi pegawai 

serta memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi 

hasil telaah; 

f. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait penetapan pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Perundang-undangan dari panitia 

penerimaan/seleksi pegawai serta memberikan hasil 

koreksi terkait rekomendasi hasil telaah; 
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g. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait pelaksanaan kebijakan BLUD yang 

dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, 

mengendalikan tugas pengawasan internal, serta 

menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja 

operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur 

serta memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi 

hasil telaah; dan 

h. menugaskan Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan SPI 

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil 

telaah terkait pelaksanaan tugas lainnya yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

kewenangannya serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaahan. 

Bagian Kedua Puluh Tiga 

Tanggung Jawab Pemimpin BLUD 

 
 

Pasal 25 

 

Pemimpin BLUD mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 
 

a. terselenggaranya kegiatan BLUD yang lebih efisien dan 

produktif; 

b. tersusunnya rumusan kebijakan teknis BLUD serta 

kewajiban lainnya yang sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

c. tersusunnya RENSTRA BLUD; 

d. tersusunnya RBA; 

e. terisinya formasi jabatan untuk Pejabat Keuangan dan 

pejabat yang disahkan oleh Gubernur; 

f. terisinya formasi jabatan lainnya yang sesuai dengan 

kebutuhan BLUD; 

g. terlaksananya kebijakan BLUD yang dilakukan oleh 

Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan, pengawasan 

internal, serta tersampaikannya pertanggungjawaban 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


-23- 
 

kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Kepala 

Daerah; dan 

h. terlaksananya tugas lainnya yang berkaitan dengan 

BLUD yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai 

dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua Puluh Empat 

Wewenang Pejabat Keuangan BLUD 

 

Pasal 26 
 

 

(1) Pejabat Keuangan mempunyai wewenang: 
 

a. menyampaikan rekomendasi hasil telaahan terkait 

perumusan kebijakan pengelolaan keuangan 

kepada Pemimpin serta melakukan perbaikan 

terkait rekomendasi hasil telaah sesuai koreksi; 

b. menyampaikan rekomendasi hasil telaahan terkait 

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran kepada 

Pemimpin serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 

c. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

DPA kepada Pemimpin serta memberikan hasil 

koreksi terkait rekomendasi hasil telaah; 

d. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

pengelolaan pendapatan dan belanja kepada 

Pemimpin serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 

e. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

penyelenggaraan pengelolaan kas kepada Pemimpin 

serta memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi 

hasil telaah; 

f. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

pengelolaan utang, piutang dan investasi kepada 

Pemimpin serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 
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g. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah yang berada di bawah penguasaannya 

kepada Pemimpin serta memberikan hasil koreksi 

terkait rekomendasi hasil telaah; 

h. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

penyelenggaraan sistem informasi manajemen 

keuangan kepada Pemimpin serta memberikan 

hasil koreksi terkait rekomendasi hasil telaah; 

i. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan kepada Pemimpin serta 

memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi hasil 

telaah; 

j. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh 

Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan 

kewenangannya kepada Pemimpin serta 

memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi hasil 

telaah; 

k. meminta laporan keuangan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pengelola teknis; dan 

l. melakukan koordinasi dengan pengelola teknis dan 

unsur lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsi pengelola keuangan BLUD. 
 

(2) Pejabat Keuangan mempunyai tanggungjawab: 

a. tersusunnya rumusan kebijakan pengelolaan 

keuangan; 

b. tersusunnya RBA; 

c. tersusunnya DPA; 

d. terlaksananya pengelolaan pendapatan dan belanja; 

e. terselenggaranya pengelolaan kas; 

f. terkelolanya utang, piutang dan investasi; 
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g. tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah yang berada di bawah penguasaannya; 

h. tersedianya sistem informasi manajemen keuangan; 

i. tersusunnya laporan keuangan; dan 

j. terlaksananya tugas lainnya yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dan/atau Pemimpin sesuai dengan 

kewenangannya. 

Bagian Kedua Puluh Lima 

Wewenang Pejabat Teknis 
 

Pasal 27 
 

(1) Pejabat Teknis mempunyai wewenang: 
 

a. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

penyusunan rencana kegiatan teknis operasional 

dan pelayanan bidang dari manajer (TEFA) dan 

manajer layanan usaha lainnya kepada Pemimpin 

BLUD serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 

b. menyampaikan rekomendasi hasil telaah manajer 

TEFA dan manajer layanan usaha lainnya terkait 

pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan sesuai dengan RBA kepada Pemimpin 

BLUD serta memberikan hasil koreksi terkait 

rekomendasi hasil telaah; 

c. menyampaikan rekomendasi hasil telaah manajer 

TEFA dan manajer layanan usaha lainnya terkait 

kegiatan teknis operasional dan pelayanan bidang 

kepada Pemimpin BLUD serta memberikan hasil 

koreksi terkait rekomendasi hasil telaah; dan 

d. menyampaikan rekomendasi hasil telaah terkait 

pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh 

Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan 

kewenangannya kepada Pemimpin BLUD serta 
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memberikan hasil koreksi terkait rekomendasi hasil 

telaah. 

(2) Pejabat Teknis mempunyai tanggung jawab: 
 

a. tersusunnya rencana kegiatan teknis operasional 

dan pelayanan di bidangnya; 

b. terlaksananya kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan sesuai dengan RBA; 

c. terkendalinya kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan di bidangnya; dan 

d. terlaksananya tugas lainnya yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dan/atau Pemimpin BLUD sesuai 

dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua Puluh Enam 

Fungsi dan Pelayanan BLUD 

 

Pasal 28 

 

(1) Pengelompokan fungsi terdiri atas: 
 

a. fungsi pelayanan merupakan fungsi-fungsi terkait 

perencanaan serta penyediaan barang dan jasa yang 

berguna kepada masyarakat; dan 

b. fungsi pendukung merupakan fungsi-fungsi yang 

mendukung penyediaan barang dan jasa. 
 

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilaksanakan oleh BLUD berdasarkan petunjuk 

teknis, prosedur kerja, dan SOP yang ditetapkan oleh 

Pemimpin BLUD. 
 

(3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan satu kesatuan gugusan tugas 

dengan fungsi pendukung yang berada di lapangan 

dengan fungsi pelayanan yang berada di pusat 

organisasi. 

(4) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, melakukan semua tugas di lapangan sesuai 
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dengan petunjuk teknis, prosedur kerja dan SOP yang 

telah ditetapkan. 

Bagian Kedua Puluh Tujuh 

 

Sumber Daya Manusia BLUD 
 

Pasal 29 

 

(1) Pengelolaan sumber daya manusia meliputi 

penerimaan/pengadaan pegawai, persyaratan calon 

pegawai, pengangkatan calon pegawai, penempatan 

pegawai, batas usia dan masa kerja, sistem penghargaan 

dan sanksi, hak dan kewajiban, sistem remunerasi, dan 

pemutusan hubungan kerja. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber 

daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri. 

(3) Batas usia maksimal pegawai BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), yaitu 60 (enam puluh) tahun. 
 

Bagian Kedua Puluh Delapan 

 

Kualifikasi Pegawai BLUD 
 

Pasal 30 
 

 

 

(1) Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS maupun non PNS. 

(2) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari PNS 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 

dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan 

kompetensi. 

(4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD yang berasal 

dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Bagian Kedua Puluh Sembilan 

Penghargaan dan Sanksi 
 

 

Pasal 31 
 

(1) Pemimpin BLUD menerapkan pemberian penghargaan 

dan sanksi kepada para pegawai untuk mendorong 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewajiban. 

(2) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: 

a. sistem penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa: 

1. penghargaan non-finansial, antara lain 

kesempatan keikutsertaan dalam 

pelatihan/seminar/lokakarya, tugas 

belajar/ijin belajar dengan didanai oleh BLUD, 

dan pengembangan karir; dan 

2. penghargaan finansial, berupa pemberian 

insentif sesuai dengan anggaran tersedia. 

b. sistem sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

1. sanksi berat, berupa turunnya jabatan; 

2. sanksi sedang, berupa penundaan promosi; 

dan 

3. sanksi ringan, berupa teguran lisan maupun 

tertulis. 

Bagian Ketiga Puluh 

Rotasi Pegawai BLUD SMK 
 

 

Pasal 32 
 

(1) Pemimpin BLUD dapat melaksanakan rotasi pegawai 

dengan melihat kompetensi pegawai pada bidang atau 

kegiatan lain, variasi pekerjaan dan pertimbangan lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 
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a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai 

dengan kompetensinya; 
 

b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai 

dengan organisasi dan tata kerja BLUD; 
 

 

c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi 

baru di BLUD telah memenuhi ketentuan sesuai 

dengan organisasi dan tata kerja BLUD; 
 

d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan 

peningkatan kompetensi; dan 

e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Ketiga Puluh Satu 

 

Pakta Integritas 
 

Pasal 33 
 

(1) Masing-masing pegawai membuat Pakta Integritas, dan 

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas untuk 

menerapkan disiplin pegawai. 
 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

melakukan pelanggaran disiplin kerja akan diberikan 

hukuman sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. 
 

(3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa 

teguran lisan; 

b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa 

peringatan tertulis dengan batas waktu sampai 3 

(tiga) kali peringatan; dan 

c. hukuman pelanggaran disiplin berat yang berupa 

pemecatan atau pemberhentian sesuai Perundang-

undangan. 
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Bagian Ketiga Puluh Dua 

Pemberhentian Pegawai BLUD SMK 
 
 

Pasal 34 
 

 

(1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa 

kerja atau setelah masa kerjanya selesai. 
 

(2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan kepegawaian. 
 

 

(3) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

a. pemberhentian atas permintaan sendiri; 

b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; 

dan 

c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat 

secara material merugikan BLUD. 

 
 

Bagian Ketiga Puluh Tiga 
 

Pengelolaan Sumber Daya Lain 
 

 

Pasal 35 
 

 

(1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan 

teknis, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun 

pihak ketiga. 
 

(2) Pemimpin mengusulkan pegawai yang akan 

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan pembiayaan dari pendapatan BLUD, dan 

dilaporkan kepada Kepala Dinas. 
 

 

(3) Ketentuan mengenai pengembangan dan peningkatan 

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga Puluh Empat 

Remunerasi 
 

Pasal 36 
 

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan 

remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan 

profesionalisme. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam 

komponen meliputi: 

a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tetap setiap bulan; 

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang 

yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji 

setiap bulan; 

c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang 

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; 

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa 

uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar 

gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi 

kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi 

syarat tertentu; 

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang 

santunan purna jabatan sesuai dengan 

kemampuan keuangan; dan/atau 

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 
 

(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
 

a. bersifat tetap berupa gaji; 

b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, 

dan bonus atas prestasi; dan 

c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan 

perjanjian kerja dan profesional lainnya atau 

pensiun bagi pegawai negeri sipil. 
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(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi: 

a. bersifat tetap berupa gaji; 

b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas 

prestasi; dan 

c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja dan profesional lainnya atau 

pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. 

(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri 

sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan. 

 

Pasal 37 

 

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(1), dilaksanakan berdasarkan usulan pemimpin. 

(2) Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, 

kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja. 

(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat 

memperhatikan indeks harga daerah/wilayah. 

(4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat 

membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari 

unsur: 

a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; 

b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan 

daerah; 

c. perguruan tinggi; dan 

d. lembaga profesi. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 
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Pasal 38 

 

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, 

meliputi: 

a. pengalaman dan masa kerja; 

b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku; 

c. resiko kerja; 

d. tingkat kegawatdaruratan; 

e. jabatan yang disandang; dan 

f. hasil/capaian kinerja. 
 

Pasal 39 

 

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38, penetapan remunerasi bagi pemimpin, 

mempertimbangkan faktor: 
 

a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat 

pelayanan serta produktivitas; 

b. pelayanan sejenis; 

c. kemampuan pendapatan; dan 

d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, 

pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 

                                       
 

Pasal 40 

 

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis 

ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh 

persen) dari remunerasi pemimpin. 
 

 

Pasal 41 

 

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada 

Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas 

sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan 

diberikan setiap bulan. 

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai 

berikut: 
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a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 

sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan 

tunjangan pemimpin; 

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling 

banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 

gaji dan tunjangan pemimpin; dan 

c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling 

banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji 

dan tunjangan pemimpin. 

 

Bagian Ketiga Puluh Lima 

Pembinaan BLUD 
 

Pasal 42 

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis terhadap 

BLUD. 

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan 

pembinaan keuangan BLUD. 

 

Bagian Ketiga Puluh Enam 

Pengawasan BLUD 

 

Pasal 43 

 

(1) Sistem Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan 

operasional BLUD. 

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

oleh internal Auditor yang berkedudukan langsung di 

bawah Pemimpin. 

 

Bagian Ketiga Puluh Tujuh 

Evaluasi Kinerja 
 

Pasal 44 
 

(1) Gubernur dan/atau Dewan Pengawas melakukan 

evaluasi dan penilaian kinerja BLUD terhadap aspek 

keuangan dan non keuangan. 
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(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat 

pencapaian hasil BLUD sebagaimana ditetapkan dalam 

RENSTRA dan RBA. 

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diukur 

berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari 

layanan yang diberikan (rentabilitas); 

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(likuiditas); 

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan 

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk 

membiayai pengeluaran. 

(4) Penilaian kinerja dari aspek non-keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan: 

a. perspektif pelanggan; 

b. perspektif proses internal pelayanan dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

 
 

 

BAB III 

RENCANA STRATEGIS BLUD 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

  Pasal 45 
 

(1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA 

merupakan perencanaan 5 (lima) yang disusun untuk 

menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja 

dengan menggunakan teknik analisis bisnis. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

oleh Pemimpin BLUD. 

(3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), memuat: 

a. rencana pengembangan layanan; 
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b. strategis dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

Bagian Kedua 
 

Komponen Renstra 

 

Pasal 46 

 

(1) RENSTRA disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran Pelayanan; 

c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis; 

d. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Arah 

 Kebijakan; 

e. Bab V : Rencana Strategis; dan 

f. Bab VI : Penutup. 
 

(2) Indikator Penilaian Rencana Strategis (RENSTRA) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 
 

Bagian Ketiga 

Monitoring dan Evaluasi Renstra 

 

Pasal 47 
 

(1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Bengkulu melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Dinas dapat 

mengikutsertakan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada 
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Perangkat Daerah terkait atau pihak ketiga yang 

kompeten. 

(4) Pengendalian kegiatan atas pelaksanaan RENSTRA 

dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk verifikasi data 

pelaksanaan RENSTRA BLUD. 

(5) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai bahan masukan peningkatan 

pelaksanaan RENSTRA. 

BAB IV 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 48 

 

(1) Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang 

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan 

pemerintah. 

(2) Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

(3) TEFA BLUD adalah bentuk pembelajaran yang 

menghasilkan barang dan/atau jasa yang 

pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran model Teaching Factory dalam rangka 

meningkatkan kompetensi peserta didik dan pendidik. 

(4) Pelayanan Akademik adalah pelayanan pembelajaran 

oleh program keahlian yang ada d kepada peserta didik 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

(5) Pelayanan Administrasi Akademik adalah pelayanan 

administrasi pembelajaran di bidang ketatausahaan 

kepada peserta didik. 

(6) Pelayanan Produksi adalah pelayanan BLUD berupa 
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barang untuk dijual kepada pengguna pelayanan. 

(7) Pelayanan Jasa adalah pelayanan BLUD berupa jasa 

untuk dijual kepada pengguna pelayanan. 

(8) Pengguna Pelayanan adalah perorangan atau badan 

yang mendapatkan pelayanan BLUD dan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran sesuai tarif layanan 

BLUD. 
 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan 
 
 

Pasal 49 
 
 

(1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana 

pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan 

acuan kepada BLUD dalam menerapkan dan 

merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target 

yang telah di tetapkan. 

(2) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk: 

a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

b. memberikan kepastian kepada penerima layanan; 

dan 

c. memberikan perlindungan kepada pemberi layanan. 

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini Gubernur. 

 

Bagian Ketiga 

Indikator Pelayanan BLUD SMK 
 

Pasal 50 
 

Indikator merupakan tolak ukur prestasi dalam bentuk 

kuantitatif dan kualitatif dalam pencapaian SPM, berupa: 

a. masukan 

b. proses; dan 

c. keluaran dan/atau manfaat pelayanan. 
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Bagian Keempat 

Batas Waktu Pelaksanaan SPM 
 

Pasal 51  
 

(1) Batas waktu pelaksanaan SPM untuk pelayanan dasar 

mengacu pada pedoman yang di tetapkan oleh 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 

(2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non 

dasar disesuaikan dengan berakhirnya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

(3) Jenis pelayanan, indikator dan batas waktu capaian 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Gubernur ini. 
 

Bagian Kelima 

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan 
 

Pasal 52 
 

(1) SPM dilaksanakan oleh BLUD sesuai dengan urusan, 

tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum 

penyelengaraan pelayanan yang telah ditetapkan, 

dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

c.q. Biro yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan 

dan ketatalaksanaan. 

(3) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sekurang–kurangnya 

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam 

bentuk: 

a. rapat kerja; 

b. rapat koordinasi; 

c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan 

d. permintaan laporan. 

(4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Biro 
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yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan 

ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau pihak lain yang 

berkompeten. 

(5) Dalam hal penerapan SPM atas penyelengaraan 

pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh 

Dinas. 

(6) Monitoring dan evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (3) 

dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Dinas. 
 

Bagian Keenam 

Pelaporan 

 

Pasal 53 
 

(1) Kepala BLUD menyampaikan laporan triwulanan, 

semesteran dan tahunan pelaksaan, penerapan dan 

pencapaian SPM kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang 

bertanggung jawab dibidang kelembagaan dan 

ketatalaksanaan Sekretariat Daerah dengan tembusan 

kepada asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat 

Sekretaris Daerah dan Biro yang bertanggung jawab di 

bidang Pendidikan Sekretariat Daerah. 

 

Bagian Ketujuh 

Pembiayaan 

Pasal 54 
 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan 

rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD dan 

hasil dari TEFA BLUD yang dituangkan dalam RBA melalui 

DPA BLUD. 
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Pasal 55 

 
 

Sistematika SPM BLUD SMKN disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Jenis Pelayanan. 

B. Prosedur Pelayanan. 

C. Standar Pelayanan Minimal BLUD. 
 

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM 

A. Rencana Keqiatan Pencapaian Kineria SPM. 

B. Strategi Pencapaian SPM. 
 

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

Memuat tentang Rencana Strategis dan Penganggaran 

SPM, Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM 

serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja. 

 

BAB V 

TARIF PELAYANAN BLUD 

Bagian Kesatu 
 

Tarif Layanan 
 

Pasal 56 
 

(1) Dengan Peraturan Gubenur ini, ditetapkan Tarif 

Layanan BLUD. 
 

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan 

oleh BLUD. 
 

 

(3) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Bagian Kedua 

Monitoring dan Evaluasi Tarif Layanan 

Pasal 57 

(1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Bengkulu melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tarif layanan 

BLUD. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat 

mengikutsertakan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada 

Perangkat Daerah terkait atau pihak ketiga yang 

kompeten. 

Pasal 58 

 

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan 

kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Kegiatan BLUD SMK 
 

Pasal 59 
 

(1) Pengendalian kegiatan atas jasa layanan BLUD 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu dalam bentuk verifikasi data 

penerapan pelayanan minimal dan penerapan SOP 

pelayanan. 

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai bahan masukan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dan validasi data 

pelaksanaan pembayaran barang dan jasa BLUD. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN INVESTASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 60 
 

(1) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 

manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan 

kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

(2) Maksud dan tujuan ditetapkannya pengelolaan dan 

investasi adalah: 

a. maksud dilakukan pengelolaan investasi jangka 

pendek BLUD adalah untuk memanfaatkan surplus 

kas jangka pendek BLUD dengan memperhatikan 

likuiditas keuangan rencana pengeluaran secara 

optimal dalam bentuk investasi jangka pendek. 

b. tujuan dilakukan pengelolaan investasi jangka 

pendek BLUD ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah untuk memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan yang digunakan untuk 

operasional BLUD. 
 

Bagian Kedua 

Karakteristik Investasi 

 

Pasal 61 
 

(1) BLUD dapat melakukan penempatan investasi jangka 

pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan 

untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. ditujukan untuk manajeman kas; dan 

c. instrumen keuangan dengan resiko rendah. 
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(3) BLUD melakukan penempatan investasi jangka pendek 

berupa deposito pada Bank Umum dengan jangka 

waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan 

dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomoatis. 

(4) Penempatan investasi jangka pendek BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian. 

(5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun setelah mendapat persetujuan Pimpinan 

BLUD. 

Bagian Ketiga 

Bunga, Jasa Giro dan Bagi Hasil 

 

Pasal 62 

 

Bunga, Jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari 

Investasi Jangka Pendek BLUD di Bank Umum merupakan 

pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

dan disetorkan ke kas BLUD. 

 

Bagian Keempat 

Bank Mitra BLUD 

 

Pasal 63 

 

(1) Pemimpin BLUD menunjuk Bank Umum yang menjadi 

mitra BLUD dalam penempatan investasi jangka pendek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3). 

(2) Dalam hal pemimpin BLUD berhalangan hadir, dapat 

mendelegasikan penunjukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Sub Bagian/Fungsional Tata Usaha Selaku 

Pejabat Keuangan. 

(3) Bank Umum yang menjadi mitra BLUD harus terdaftar 

sebagai sebagai anggota institusi yang memiliki 

kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan 

Bank Umum sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan. 
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(4) Bank umum yang berminat menjadi Mitra BLUD dalam 

penempatan investasi jangka pendek, mengajukan 

permohonan kepada Pimpinan BLUD c.q Bendahara 

BLUD dengan menyampaikan dokumen penawaran 

investasi jangka pandek berikut besaran bunga 

dan/atau bagi hasil. 

(5) Bendahara yang membidangi keuangan BLUD beserta 

pejabat keuangan BLUD mengevaluasi dokumen 

permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon 

mitra dalam penempatan investasi jangka pendek 

dengan mempertimbangkan kondisi kas BLUD. 

(6) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan BLUD untuk 

mendapat persetujuan. 

(7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah 

uang dan jangka waktu penempatan investasi jangka 

pendek pada bank umum. 

(8) Dalam hasil permohonan Bank Umum disetujui, 

Pemimpin BLUD menunjuk Bank Umum yang menjadi 

mitra BLUD. 

(9) Pemimpin BLUD dan Bank Umum yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud ayat (8) menindaklanjuti dengan 

perjanjian. 

(10) Bendahara BLUD melakukan evaluasi terhadap 

investasi jangka pendek pada Bank Umum yang 

bermitra. 

 

Bagian Kelima 

Sumber Investasi Jangka Pendek BLUD SMK 
 

Pasal 64 
 

Investasi jangka pendek BLUD pada Bank Umum bersumber 

dari: 

a. jasa layanan; 

b. hibah tidak terikat; 
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c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan tidak mengikat. 

 

Bagian Keenam 

Penempatan Investasi 
 

Pasal 65 

 

Penempatan investasi jangka pendek BLUD pada Bank 

Umum sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan sah 

sebagai penempatan investasi jangka pandek BLUD. 

BAB VII 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 66 
 

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini untuk 

pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

BLUD dengan menggunakan anggaran: 

a. jasa layanan BLUD; 

b. hibah tidak terikat; 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang 

bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan mengenai 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur 

penggunaannya oleh pemberi hibah. 

(4) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Badan 

Layanan Umum daerah dilakukan berdasarkan prinsip 

efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis 

yang sehat. 

 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


-47- 
 

(5) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD bertujuan untuk 

menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih 

bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang 

sederhana. cepat serta mudah rnenyesuaikan dengan 

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan 

BLUD. 

Bagian Kedua 

Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Pasal 67 

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD SMK 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

Bagian Ketiga 

Metode Pengadaan 
 

Pasal 68 

(1) Metode pengadaan barang dan/atau jasa melalui 

penyedia yaitu: 

a. penunjukan langsung; 

b. pengadaan langsung; 

c. e-purchasing; 

d. tender/seleksi; dan 

e. SIPLAH. 

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilaksanakan dengan mempedomani 

ketentuan Perundang-undangan. 

(3) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa 

yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal. 

(4) Jenis Pengadaan, Metode, jenjang nilai dapat diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan masing-masing Pemimpin 

BLUD melalui Kajian Internal BLUD. 
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Bagian Keempat 

Prinsip Pengadaan 
 

Pasal 69 
 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan 

berdasarkan prinsip: 

a. efisiensi; 

b. akuntabel; 

c. transparansi; 

d. fleksibilitas; dan 

e. praktik bisnis yang sehat. 

(2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus 

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang 

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam 

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang 

telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran 

dengan kualitas maksimum. 

(3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus 

mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang 

dan/atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara 

luas oleh penyedia barang jasa yang berminat. 

(4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai 

dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 

pengadaan barang dan jasa BLUD sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d yaitu pengadaan barang dan jasa dapat 

menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, 

transparansi dan akuntabel. 

(6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi 

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam 

rangka pemberian layanan yang bermutu, 

berkesinambungan dan berdaya saing. 

Bagian Kelima 

Pelaksana Pengadaan 
 

Pasal 70 
 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh 

pelaksana pengadaan. 

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang 

dibentuk oleh pimpinan BLUD. 

Bagian Keenam 

Jenis Pengadaan 
 

Pasal 71 

(1) Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara 

elektronik dapat menggunakan SIPLAH atau 

membangun sistem pengadaan barang dan/atau jasa 

secara elektronik. 

(2) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang 

dan/atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

(3) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

 

Bagian Ketujuh 

Jenis Pembayaran 

Pasal 72 

(1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 

barang dan/atau jasa dilakukan secara tunai dan/atau 
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non-tunai. 

(2) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pimpinan BLUD. 

Bagian Kedelapan 

Teknis Pengadaan 
 

Pasal 73 
 

(1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa 

diatur dengan peraturan pimpinan BLUD. 

(2) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai 

dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(3) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan 

oleh dewan pengawas. 

(4) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas maka, 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesembilan 

Pengawasan 
 

Pasal 74 
 

(1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal. 

(2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk 

satuan pengawas internal untuk membantu 

pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa. 
 

Pasal 75 

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD mempedomani 

ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan 

barang dan jasa. 
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BAB VIII 

PIUTANG DAN UTANG PINJAMAN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

 Pasal 76 
 

(1) Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayar 

kepada BLUD dan/atau hak yang dapat dinilai dengan 

uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau akibat lainnya yang sah. 
 

(2) Utang BLUD adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
 

 

(3) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan 

penyerahan barang atau jasa yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Badan 

Layanan Umum Daerah. 
 

(4) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, 

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 

serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan 

praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 

 

(5) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

BLUD sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah 

piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa 

dalam rangka kegiatan utama BLUD. 
 

(6) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama 

BLUD. 

 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


-52- 
 

Bagian Kedua 

Ketentuan Piutang 

Pasal 77 

(1) Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan 

BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam 

memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak 

ketiga. 

(2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada 

BLUD. 

(3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada 

penanggung utang yang tidak mampu melunasi kecuali 

karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan 

Perundangundangan: 

a. dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat 

perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai 

dengan praktek bisnis yang sehat; dan 

b. pemimpin BLUD membuat pedoman 

penatausahaan dan akuntansi piutang. 

Bagian Ketiga 

Ketentuan Penagihan Piutang 

Pasal 78 

(1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat 

piutang jatuh tempo. 

(2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan 

administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan 

atas piutang BLUD. 

(3) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah 

dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) di atas BLUD menyerahkan 

pengurusan penagihan tersebut kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN) dilampiri bukti bukti valid dan 

sah. 
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(4) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan Piutang 

Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh 

PUPN, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara 

bersyaratterhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan 

Surat Keputusan Penghapusan. 

Bagian Keempat 

Penghapusan Piutang Tak Tertagih 
 

Pasal 79 
 

(1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat 

dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari 

pembukuan BLUD. 

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang 

BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak 

tagih BLUD. 

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih 

BLUD. 

(4) Penghapusan secara bersyarat dan atau mutlak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat 

dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangan setelah 

mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola 

Kekayaan Negara dan Lelang. 

(5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus 

secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara 

dan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian Kelima 

Syarat Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

Pasal 80 

(1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan 

piutang BLUD secara bersyarat sesuai jenjang 
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kewenangannya. 

(2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: 

a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per 

penanggung utang; 

b. pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan 

Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

per penanggung utang; 

c. dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 

Gubernur; 

d. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per 

penanggung utang; dan 

e. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah 

lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

per penanggung utang. 

(3) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai 

piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai 

yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang 

berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat 

pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan. 

(4) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh 

Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat 

pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara yang wilayahkerjanya 

meliputi wilayah kerja Provinsi Bengkulu. 
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(5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari 

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti 

Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang 

Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) 

dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara 

bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan 

b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan 

Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai 

PSBDT. 

Bagian Keenam 

Penghapusan Piutang Khusus 

Pasal 81 

(1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut 

piutang BLUD, ditetapkan: 

a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per 

penanggung utang; dan 

b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari 

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per 

penanggung utang. 

(2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, 

nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah 

nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 

3tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul 

penghapusan. 

(3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh 

Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pemimpin 

BLUD, Dewan Pengawas, dan Gubernur setelah 

mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah 

kerjanya meliputi wilayah kerja Provinsi Bengkulu. 
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(4) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 

tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat 

piutang dimaksud; dan 

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan sisa 

kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan 

dari aparat/pejabat yang berwenang. 

Bagian Ketujuh 

Ketentuan Piutang Lainnya 

Pasal 82 

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum 

BLUD ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penghapusan piutang negara/daerah 

bagi instansi pemerintah. 

 

Bagian Kedelapan 

Ketentuan Umum Utang 

Pasal 83 

(1) Utang BLUD adalah kewajiban yang masih dibayarkan 

oleh BLUD. 

(2) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan 

penerimaan barang jasa dan/atau transaksi yang 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD. 

(3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta 

dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek 

bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
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BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah utang 

yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam 

rangka kegiatan utama BLUD. 

(5) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD sebagaimana dimaksudpada ayat (2), 

adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD. 

Bagian Kesembilan 

Perjanjian Utang 

Pasal 84 

(1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan 

kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan 

pihak lain. 

(2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. 

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang. 

(4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka 

panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, 

berdasarkan nilai utang. 

Bagian Kesepuluh 

Jangka Waktu Utang 

Pasal 85 

(1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh 

temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan belanja operasional dan 

keperluan menutup defisit kas. 

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), merupakan pengeluaran yangdimaksudkan untuk 

memberikan manfaat jangka pendek. 

(4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), dapat dilakukan dengan syarat: 
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a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak 

dapat ditunda; 

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan 

tidak dibiayai dari APBN/APBD; 

c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi 

untuk membiayai kegiatan operasional yang 

mendesak dan tidak dapat ditunda; 

d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada 

ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang 

akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) 

dari jumlah pendapatan BLUD di luar Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat; 

e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi 

utang; dan 

f. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan 

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
 

(5) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh 

temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(6) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk 

pengeluaran belanja modal. 

(7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program 

pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD. 

(8) Utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat 

persetujuan Gubernur. 

(9) Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat: 

a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka 

panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis 

BLUD; 

b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari 

aspek teknis maupun keuangan; 

c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan 

utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh 
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puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD 

di luar APBD dan hibah terikat; 

d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian 

utang; 

e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; 

dan 

f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi 

utang. 

(10) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh 

Gubernur. 

Bagian Kesebelas 

Rencana Kebutuhan Utang 

Pasal 86 

(1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang 

berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLUD. 

(2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas 

kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra Bisnis 

BLUD. 

(3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal; 

b. kemampuan membayar utang; 

c. batas maksimum kumulatif utang; 

d. kemampuan penyerapan utang; dan 

e. biaya utang. 

(4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan: 

a. studi kelayakan kegiatan; 

b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan; 

c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan 

d. rencana pengembalian pokok utang dan 

pembayaran bunga. 
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(5) Pemimpin BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan 

dibiayai dengan utang kepada Dewan Pengawas untuk 

mendapatkan rekomendasi. 

(6) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau pejabat yang 

ditunjuk Gubernur. 

(7) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi 

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan 

dalam rencana kerja pemerintah daerah. 

Bagian Kedua Belas 

Komitmen BLUD 

Pasal 87 

(1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang 

dituangkan dalam perjanjian utang. 

(2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian; 

b. jumlah utang; 

c. peruntukan utang; 

d. persyaratan utang; 

e. penyelesaian sengketa; dan 

f. keadaan kahar (force majeure). 

Bagian Ketiga Belas 

Sistem Pembayaran Utang 

Pasal 88 

(1) BLUD wajib membayar pokok utang, bunga yang telah 

jatuh tempo. 

(2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo 

wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan 

pada tahun yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam 
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membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

mengambil alih pembayaran utang tersebut. 

 

BAB IX 

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

 Pasal 89 
 

(1) BLUD menyusun Rencana Belanja Anggaran (RBA) 

tahunan yang mengacu kepada RENSTRA. 
 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi 

belanja menurut jenis layanannya dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan 

pendapatan yang diperkirakan akan diterima. 
 

 

(3) Penyusunan RBA digunakan sebagai bahan untuk 

konsolidasi anggaran BLUD ke dalam proses 

penyusunan rancangan format APBD. 
 

(4) Perhitungan akuntansi belanja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berdasarkan standar belanja yang 

ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 
 

[ 

(5) Perhitungan akuntansi belanja menurut jenis 

layanannya paling kurang menyajikan perhitungan 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
 

(6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar belanja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD 

menggunakan standar belanja yang ditetapkan oleh 

Gubernur. 
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Bagian Kedua 

Sistematika dan Pengajuan RBA BLUD 

Pasal 90 

(1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program 

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada 

pengelolaan keuangan BLUD. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

c. perkiraan harga; 

d. besaran persentase ambang batas; dan 

e. perkiraan maju atau forward estimate. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai 

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan 

minimal dan belanja dari keluaran yang akan dihasilkan. 

(4) Penyusunan RBA dilaksanakan sesuai dengan 

Sistematika RBA. 

(5) Sistematika RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(6) BLUD mengajukan RBA kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah dan diketahui oleh Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk 

memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA atau 

sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran BLUD. 
 

(7) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan proses penganggaran 

BLUD. 

Bagian Ketiga 

Proses Pengesahan RBA BLUD 

Pasal 91 

(1) Proses penganggaran BLUD dilaksanakan sebagai 

berikut: 
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a. berdasarkan surat edaran Gubernur terkait 

pedoman RKA; 

b. RBA BLUD setelah mendapat saran dan masukan 

dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD 

menyampaikan ringkasan RBA yang sudah 

disesuaikan dengan format RKA; 

c. RBA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan 

dan verifikasi sebagai bagian dari mekanisme 

pengajuan dan penetapan APBD; dan 

d. RBA yang telah dilakukan penelaahan dan verifikasi 

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan 

PPKD selanjutnya dituangkan dalam rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 
 

(2) RBA BLUD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan 

disahkan oleh PPKD yang dituangkan dalam lembaran 

pengesahan RBA BLUD. 

Bagian Keempat 

Proses Penetapan RBA BLUD SMK 

Pasal 92 

(1) RBA BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 

(2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai 

dasar Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif. 

(3) RBA definitif disampaikan kepada PPKD untuk 

digunakan sebagai dasar penyusunan DPA. 

(4) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan 

diketahui oleh Dewan Pengawas. 

(5) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) belum ditetapkan, RBA definitif dapat 

ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan diketahui 

oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas. 
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Bagian Kelima 

Perubahan RBA BLUD SMK 

Pasal 93 

(1) Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan dan 

pergeseran RBA dan RBA definitif dalam tahun berjalan 

dan dilaporkan kepada PPKD atas izin Dewan Pengawas. 

(2) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum ditetapkan, izin diberikan oleh 

Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas. 

(3) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau 

berkurang secara proporsional dan/atau untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting 

dan mendesak. 

(4) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) masih dalam satu jenis belanja atau masih dalam 

pemanfaatan ambang batas. 

(5) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut: 
 

 

a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan dan 

pergeseran rincian anggaran belanja dalam RBA 

berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat 

dan mendesak untuk keperluan pelayanan; dan 

b. perubahan dan pergeseran dapat berupa pergeseran 

antar rincian anggaran belanja dan/atau 

penambahan rincian baru karena adanya 

perkembangan kebutuhan pelayanan. 
 

(6) Dalam hal perubahan dan pergeseran mengakibatkan 

nilai jenis belanja yang melampaui ambang batas, wajib 

mengikuti ketentuan perubahan dan pergeseran yang 

berlaku pada APBD. 
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Bagian Keenam 

Ketentuan Umum DPA BLUD SMK 
 

Pasal 94 
 

(1) DPA BLUD mencakup: 

a. pendapatan dan belanja; 

b. proyeksi arus kas; dan 

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan. 
 

(2) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran. 

(3) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada Peraturan 

Perundang-undangan. 

(4) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan 

pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun 

sebelumnya. 

(5) Format DPA BLUD berpedoman pada Peraturan 

Perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 

Penarikan Dana BLUD 

Pasal 95 

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi 

dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. 

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, 

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih 

(missmatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan 

aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah 

pengeluaran yang diproyeksikan, dengan 

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan 
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dalam DPA-BLUD. 

Bagian Kedelapan 

Perjanjian Kinerja 

Pasal 96 

(1) DPA-BLUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang 

ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin BLUD. 
 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan manifestasi hubungan kerja antara 

Gubernur dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam 

perjanjian kinerja (contractual performance agreement). 

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan 

berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam 

DPA-BLUD. 

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan. 

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 

b. kinerja keuangan; dan 

c. manfaat bagi masyarakat. 

Bagian Kesembilan 

Pelaporan Dana BLUD 

Pasal 97 

(1) Kecuali yang bersumber dari APBD, seluruh pengeluaran 

belanja BLUD disampaikan atau dilaporkan kepada 

PPKD setiap triwulan. 

(2) Pengeluaran belanja BLUD yang disampaikan kepada 

PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dengen menerbitkan surat perintah membayar 

pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan 

tanggungjawab. 

(3) Format laporan dan surat pernyataan tanggungjawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
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berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundangundangan. 

(4) Pemimpin BLUD wajib menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan 

kepada Gubernur melalui PPKD. 

(5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja 

yang berisikan informasi pencapaian hasil keluaran 

BLUD. 

(6) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disesuaikan dengan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Bagian Kesepuluh 

Laporan Keuangan BLUD 

Pasal 98 

(1) Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. 

(2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD, 

Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi, BLUD menyampaikan Laporan 

Keuangan kepada PPKD sesuai dengan sistem akuntansi 

pemerintah setiap semester dan setiap tahun. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri dari: 

a. laporan realisasi anggaran (LRA); 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL); 

c. neraca; 

d. laporan operasional (LO); 

e. laporan arus kas (LAK); 

f. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 

g. catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). 
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(4) Format laporan keuangan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB X 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN BLUD 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 99 

(1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 
 

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. 

(3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

Bagian Kedua 

Pemanfaatan SiLPA BLUD 

Pasal 100 

(1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 
 

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) apabila 

dalam kondisi mendesak dapat melaksanakan 

mendahului perubahan APBD. 
 

(3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup: 
 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum 

cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; 

dan 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


-69- 
 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat. 
 

(4) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada 

Gubernur. 
 

(5) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disertai dengan rincian rencanapenggunaan anggaran 

pendapatan dan biayanya. 
 

(6) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun 

sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan 

adalah untuk: 

a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia 

anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; 

e. belanja pegawai; 

f. belanja barang/jasa; dan 

g. belanja modal. 

(7) Nilai SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana 

bisnis anggaran tahun berikutnya. 

Bagian Ketiga 

Defisit Anggaran 

Pasal 101 

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara 

pendapatan dengan belanja BLUD. 

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, 

ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut 

antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya dan penerimaan pinjaman. 

Bagian Keempat 

Pemantauan SiLPA 

Pasal 102 

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan 
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pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan 

kegiatan BLUD. 

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfataan 

SiLPA dilaksanakan oleh Gubernur melalui PPKD. 

(4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pemanfaatan SiLPA. 

Pasal 103 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Anggaran 

(Pendapatan, Belanja danPembiayaan), Perencanaan dan 

Penganggaran BLUD (Penyusunan, pengajuan, penetapan 

dan perubahan RBA serta ketentuan konsolidasi RBA ke 

RKA), Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran, 

utang/pinjaman dan piutang (Tata cara penghapusan piutang 

dan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek), 

Pengelolaan Investasi BLUD, Pengelolaan SiLPA dan Defisit 

BLUD, Pelaporan Keuangan dan pertanggungjawaban 

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dan kebijakan 

akuntansi berpedoman pada ketentuan peraturan 

Perundang-undangan. 

BAB XI 

KERJA SAMA BLUD 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 104 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD 

dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 
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Bagian Kedua 

Prinsip Kerjasama 

Pasal 105 

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, dilakukan 

berdasarkan prinsip ketertiban, efisiensi, efektifitas, 

ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan 

bersama, itikad baik, sinergi, keadilan, kepastian hukum dan 

saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama 

BLUD. 

Bagian Ketiga 

Bentuk Kerjasama 

Pasal 106 

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105, meliputi: 
 

a. kerjasama operasional; dan 

b. pemanfaatan barang milik daerah. 
 

(2) Kerjasama operasional sebagaimana pada ayat (1) huruf 

a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan 

prosesoperasional secara bersama-sama dengan mitra 

kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik 

daerah. 
 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 

pendayagunaan barang milik daerah dan / atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan untuk memperoleh 

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan 

umum yang menjadi kewajiban BLUD. 

(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang 

daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan 

tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan 

merupakan pendapatan BLUD. 
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(5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti Peraturan 

Perundang-undangan. 
 

 

(6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian. 
 

(7) Objek kerjasama adalah seluruh urusan yang telah 

menjadi kewenangan sebagai BLUD. 
 

(8) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), merupakan perikatan antara BLUD dengan 

pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses 

operasional secara bersama dengan pembagian 

keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 
 

 

 

 

(9) Sewa menyewa merupakan penyerahan hak 

penggunaan/ pemakaian barang BLUD kepada pihak 

lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa 

bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, 

baik sekaligus maupun secara berkala. 
 

(10) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan 

pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi 

kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban 

BLUD. 
 

 

 

(11) Kerjasama BLUD SMK yang membebani Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau membebani 

masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan Gubernur. 
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Bagian Keempat 

Pengesahan Naskah Kerjasama 

Pasal 107 

(1) Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat 

memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama 

kepada pihak lain mengenai objek tertentu. 
 

 

(2) Untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, 

Pemimpin BLUD terlebih dahulu mengajukan kepada 

Gubernur terkait dengan rencana kerjasama yang akan 

diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh 

persetujuan Gubernur. 
 

(3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD dibantu tim 

koordinasi BLUD menyusun naskah kerjasama dengan 

pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Nota 

Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan 

ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, kecuali ditentukan 

lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bagian Kelima 

Pelaporan Kerjasama 

Pasal 108 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 

(2) dan ayat (3) dilakukan dalam hal kerjasama yang 

akan diadakan atau dilakukan oleh BLUD dengan pihak 

lain adalah kerjasama yang mengakibatkan 

penambahan belanja modal BLUD. 
 

(2) Dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau 

dilakukan oleh BLUD dengan pihak ketiga tidak 
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mengakibatkan adanya penambahan belanja modal 

BLUD, seperti perjanjian sewa menyewa aset SMK, maka 

terhadap kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh 

Pemimpin BLUD tanpa persetujuan Gubernur dan 

kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Pemimpin 

BLUD dan dilaporkan kepada Gubernur. 

Bagian Keenam 

Tata Cara Kerjasama 

Pasal 109 

(1) Tahapan tata cara kerjasama, meliputi: 

a. Persiapan; 

b. pemilihan mitra kerjasama; 

c. penyiapan perjanjian kerjasama; 

d. penandatangan perjanjian kerjasama; 

e. pelaksanaan; 

f. penatausahaan; dan 

g. pelaporan. 
 

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 
 

a. pembentukan tim koordinasi kerjasama BLUD dan 

tim seleksi pemilihan mitra kerjasama; 

b. menyusun rencana kerjasama terkait objek 

kerjasama; 

c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap 

mengenai objek Kerjasama; 

d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan 

e. menentukan perioritas objek kerjasama. 
 

(3) Tahap pemilihan mitra kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurangkurangnya 

memuat tentang: 
 

a. pengumuman; 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


-75- 
 

b. pengambilan dokumen seleksi; 

c. penjelasan (aanwijzing); 

d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran; 

e. evaluasi penawaran; 

f. evaluasi kualifikasi;  

g. pembuktian kualifikasi; 

h. penetapan pemenang; 

i. pengumumam pemenang; dan 

j. penunjukan mitra kerjasama operasional. 
 

(4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan 

naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat: 
 

a. subjek kerjasama; 

b. objek kerjasama; 

c. ruang lingkup kerjasama; 

d. hak dan kewajiban; 

e. jangka waktu kerjasama; 

f. larangan pengalihan perjanjian kerjasama; 

g. keadaan memaksa/forcemajure; 

h. penyelesaian perselisihan; dan 

i. pengakhiran kerjasama. 
 

(5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi 

dari masing- masing pihak. 
 

Bagian Ketujuh 

Tahapan Pemilihan Mitra Kerjasama 

Pasal 110 

(1) Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama 

BLUD dan Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama untuk 

menyiapkan Kerja Sama dan Mitra Kerjasama. 
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(2) Tim Koordinasi kerjasama BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan 

bidang/potensi BLUD yang akan dikerjasamakan; 

b. menyusun prioritas objek yang akan 

dikerjasamakan; 

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan 

kerjasama BLUD pihak ketiga; 

d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal 

objek kerjasama BLUD; 

e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi 

kelayakan; 

f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan 

rancangan perjanjian kerjasama; dan 

g. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD 

untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan 

perjanjian kerjasama. 
 

(3) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana 

dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan proses 

seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra 

kerjasama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk 

melakukan kerjasama. 
 

(4) Tim Koordinasi Kerjasama BLUD dan Tim Seleksi 

Pemilihan Mitra Kerjasama dalam melaksanakan 

tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari 

Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau para 

pakar. 

(5) Tim Koordinasi Kerjasama BLUD dapat terdiri atas: 
 

a. bidang umum; 

b. bidang perencanaan; 

c. bidang keuangan; 

d. bidang pelayanan penunjang; dan 

e. bidang lainnya. 
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(6) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama berjumlah ganjil 

dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang 

memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama 

dan bidang lain yang diperlukan. 

 

Bagian Kedelapan 

Pemanfaatan Hasil Kerjasama 

Pasal 111 

(1) Hasil Kerjasama dapat berupa pendapatan BLUD 

dan/atau perbaikan tata kelola BLUD. 
 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai 

pengeluaran sesuai RBA BLUD. 

 

Bagian Kesembilan 

Perubahan Kerjasama 

Pasal 112 

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan 

perjanjian kerjasama. 
 
 

(2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan 

atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, 

maka salah satu pihak yang bersangkutan 

memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak 

lainnya. 
 

(3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan 

terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, 

maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam 

naskah perubahan (addendum) dan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 

sebelumnya. 
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Bagian Kesepuluh 

Kurun Waktu Perjanjian 

Pasal 113 

(1) Perjanjian kerjasama berakhir apabila: 

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur 

yang ditetapkan dalam perjanjian; 

b. tujuan perjanjian telah tercapai; 

c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan 

perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; 

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau 

melanggar ketentuan perjanjian; 

e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau 

melanggar ketentuan perjanjian; 

f. dibuat perjanjian baru yang menggantikan 

perjanjian lama; 

g. muncul norma baru dalam peraturan perundang-

undangan; 

h. objek perjanjian hilang; 

i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan 

nasional; dan 

j. berakhirnya masa perjanjian. 

(2) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya 

berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan: 

a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis 

inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; 

dan 

b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko 

baik fınansial maupun risiko lainnya yang 

ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama. 
 

(3) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi 

penyelesaian kerjasama yang dibuat dalam perjanjian 

atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sampai 

terselesaikannya objek Kerjasama tersebut. 
 

(4) Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Pimpinan 

BLUD. 
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Bagian Kesebelas 

Evaluasi Perjanjian 

Pasal 114 

 

(1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan 

perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi 

kepada Gubernur melalui Ketua Tim Koordinasi 

Kerjasama Daerah. 

(2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melalui 

Peraturan pimpinan BLUD. 
 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 115 

 

Mekanisme pelaksanaan Renstra dan mekanisme 

pembayaran barang dan jasa layanan di bidang pendidikan 

yang sudah dilaksanakan, tetap sah dan berlaku sampai 

dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan 

Peraturan ini. 
 

Pasal 116 

 

Peraturan Pimpinan BLUD di bidang Pendidikan yang telah 

ditetapkan masih berlaku sampai dengan dilakukan 

penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan ini. 

 

Pasal 117 

 

Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum 

Peraturan Gubernur ini berlaku tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya masa kerjasama. 

 

 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


1 
 

 
 

LAMPIRAN  

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  

NOMOR  33 TAHUN 2023  

TENTANG   
POLA TATA KELOLA, RENCANA 

STRATEGIS, DAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH BIDANG PENDIDIKAN. 

 
 

A. RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINISI 
BENGKULU. 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan 

penyelenggaraan negara adalah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. 

Besarnya jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta (Bapenas, 2018) 

dapat menjadi modal besar dalam pembangunan dengan syarat jumlah 

penduduk yang besar ini dapat dikelola semaksimal mungkin agar menjadi 

aset   dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dapat dilakukan dengan pendidikan. Semakin baik pendidikan yang dapat 

dinikmati oleh penduduk Indonesia akan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Standar Proses  Pembelajaran  
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